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PELAKSANAAN pembelajaran tatap

muka terbatas (PTMT) secara bertahap

dari PAUD, TK, Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah, serta Pendidikan

Khusus (SLB), bahkan Perguruan Tinggi

telah berlangsung kurang lebih 1 bulan

ini. Pemantauan PTMT terus dilakukan.

Permasalahan yang dikhawatirkan ada-

lah, apakah PTMT akan memunculkan

klaster Covid-19 di satuan pendidikan.

Hasil testing surveilans kesehatan ter-

hadap pendidik dan tenaga kependidik-

an serta siswa yang melaksanakan

PTMT menemukan adanya kasus. Bah-

kan beberapa sekolahan menunjukan

positivity rate-nya melebihi 5%. Akibat

temuan tersebut, PTMT dihentikan se-

mentara. Kembali ke pembelajaran jarak

jauh (PJJ).

Walaupun beberapa kasus positif ter-

jangkit Covid-19 terjadi di satuan pen-

didikan menunjukan angka yang relatif

kecil, kewaspadaan masyarakat tidak

boleh kendur. Apalagi menjelang libur

Natal dan Tahun Baru (nataru) dan

munculnya ancaman virus Corona vari-

an terbaru B.1.1.529 atau Omicron.

Mengantisipasi 

Untuk mengantisipasi mobilitas ma-

syarakat saat Nataru, pemerintah me-

ngeluarkan Instruksi Menteri Dalam

Negeri (Inmendagri) No 62 Tahun 2021.

Inmendagri dikuatkan surat edaran (SE)

Sekertaris Jenderal Kemendikbudristek

No. 29 Tahun 2021 tentang penyeleng-

garaan pembelajaran menjelang libur

Natal dan tahun baru (PMLN) dalam

rangka pencegahan dan pengendalian

Covid-19. Secara khusus di dalam SE

menyebutkan bahwa satuan pendidikan

diharapkan untuk; 1). Pembagian rapor

dilaksanakan bulan Januari 2022, 2).

Tidak meliburkan secara khusus para

siswa di semester ganjil, 3). Terus

melakukan prokes 5M yang lebih ketat

lagi, 4). Tidak memberikan izin cuti tahu-

nan kepada pendidik dan tenaga kepen-

didikan selama libur Nataru.

Langkah paling setrategis untuk me-

nyikapi SE Kemendikbudristek adalah,

sekolah perlu segera melakukan sosiali-

sasi kepada para siswa dan juga orang

tua terkait kebijakan pemerintah di

semester ganjil ini. Pemahaman yang be-

nar dan tepat, tentang ditiadakannya

hari libur semester ganjil dan diundur-

nya pembagian rapot serta diteruskan-

nya pembelajaran. Sosialisasi akan

memberikan pengertian dan semangat

para siswa mengikuti proses pembela-

jaran menjelang libur Nataru (PMLN)

tersebut.

Tidak kalah pentingnya sekolah harus

merencanakan proses pembelajaran lan-

jutan menjelang libur Nataru tersebut.

Perencanaan meliputi jenis kegiatan,

penjadwalan, kesiapan sarana prasa-

rana, para instruktur atau pelatih dan

lain sebagainya. Dengan perencanaan

yang matang maka proses pembe-

lajarannya di sekolah akan

bermakna bagi siswa, serta tidak

menimbulkan resistensi.

Satuan Pendidikan semaksimal

mungkin harus tetap menerap-

kan disiplin prokes pencegahan

Covid-19, baik kepada siswa mau-

pun pendidik. Disetiap proses

PMLN dimanapun mereka ber-

ada dan dalam setiap kegiatan

apa saja satgas Covid-19 perlu

terus mengingatkan siswa agar ti-

dak mengabaikan prokes pence-

gahan Covid-19.

Penguatan

Sekolah lebih baik bila memberi

porsi yang cukup pada siswa di

dalam PMLN untuk kegiatan re-

medial, penguatan karakter dan

mengembangkan keberbakatan siswa.

Bila memungkinkan bahkan dapat un-

tuk penguatan literasi membaca, nu-

merik, dan sains menyongsong tes PISA

di tahun 2022. Perencanaan PMLN ini

diharapkan dilaksanakan dengan kuali-

tas tinggi, sehingga akan mendukung

prestasi siswa.

Pelaksanaan PMLN ini dapat bekerja

sama dengan pengurus OSIS, sekaligus

sebagai rangkaian program kerja mere-

ka. Misalkan lomba olah raga antarkelas,

seni dan lain sebagainya. Proses PMLN

dapat pula dirancang sebagai kegiatan

ekstrakurikuler dengan menghadirkan

para instruktur handal, bahkan bila per-

lu dihadirkan para pakar yang ekspert di

bidangnya. Jangan lupa sekolah melaku-

kan pemantauan dan evaluasi terhadap

PMLN ini sehingga tercipta suasana

aman, nyaman dan menyenangkan pada

siswa.

*) Rudy Prakanto SPd Meng,

Kepala Balai Dikmen Kulon Progo dan

Kepala Biro Organisasi Dan Kaderisasi

PGRI DIY

Pencatatan Perkawinan dan Problem Nikah Siri

Rudy Prakanto

DIY gencarkan vaksinasi untuk anak

-- Ajak anak-anak untuk tidak

takut

***

UGM lakukan ‘Nitilaku Virtual Journey’

-- Perguruan tinggi harus bisa jadi

contoh

***

TNI-Polri bantu gelaran Muktamar NU

-- Karena hybrid, bisa ikuti secara

daring lho

Pembelajaran Menjelang Libur Nataru

TEMUAN Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Temang-

gung yang menyatakan sekitar 192.000

pasangan nikah tidak memiliki dokumen

pencatatan nikah di Kabupaten Temang-

gung cukup menyentak. Meski dari jum-

lah tersebut memiliki latar belakang

beragam, namun banyak pihak menduga

bahwa perkawinan bawah tangan (nikah

siri) menjadi salah satu faktor.

Memang harus diakui meski Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan telah hampir berusia se-

tengah abad, fenomena nikah siri

masih banyak terjadi di tengah ma-

syarakat. Di jagat medsos bahkan de-

ngan mudahnya dijumpai tawaran

dan iklan layanan pernikahan dengan

jasa ‘penghulu swasta’ yang

menawarkan pelaksanaan nikah siri.

Nikah siri merupakan pernikahan

yang dilakukan tanpa diawasi dan di-

catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

(Penghulu). Sehingga pernikahan siri

tidak memiliki dokumen resmi yang

legalitasnya diakui negara. Lazimnya

nikah siri hanya mencukupkan pada

terpenuhinya aspek fikih formal saja,

yaitu adanya calon pengantin, wali,

saksi dan ijab kabul. Para pelaku

nikah siri menganggap bahwa nikah

seperti itu telah sah dan sejalan de-

ngan norma agama.

Nalar Dikotomis

Masih ada yang menganggap pen-

catatan nikah tak lebih sebagai hal yang

bersifat administratif semata, tidak

terkait dengan kewajiban agama. Di sisi

lain, nikah siri juga seringkali dilakukan

pasangan yang ‘bermasalah’. Utamanya

terkait dengan persyaratan pernikahan

yang harus dipenuhi. Misalnya perkaw-

inan bawah umur yang harus mendapat-

kan dispensasi kawin dari pengadilan

dan kasus perkawinan poligami.

Pemahaman masyarakat bahwa nikah

siri adalah nikah secara agama, semen-

tara pencatatan nikah adalah sebuah pe-

ristiwa administratif semata dapat me-

ngantarkan pada nalar agama yang

dikotomis. Padahal akad nikah dan pen-

catatan perkawinan seharusnya meru-

pakan sesuatu yang menyatu.

Perubahan zaman yang meniscayakan

segala sesuatu harus memiliki bukti for-

mal otentik jelas tak bisa ditawar. Jika

dulu bukti legalitas pernikahan cukup di-

dasarkan pada dua saksi dan diadakan-

nya walimah, saat ini hal itu rasanya

belum mencukupi. Mobilitas dan tata ke-

hidupan yang segalanya berbasis data je-

las memposisikan pencatatan nikah se-

bagai suatu hal yang niscaya.

Argumen Hukum

Atas dasar kebutuhan yang tidak bisa

dielakkan dan untuk menutup segala

bentuk kemafsadatan. Baik potensi maf-

sadat terhadap istri pernikahan siri,

anak yang dilahirkannya, mafsadat

sosial bahkan mafsadat bagi negara jika

pernikahan siri ini disalahgunakan, ma-

ka semestinya perlu ada larangan dan

sanksi yang tegas. Sudah saatnya pula

disuarakan fikih progresif yang menem-

patkan pencatatan perkawinan sebagai

kewajiban agama atau bahkan menjadi

rukun nikah. Bukan hanya sekadar ke-

wajiban administratif semata.

Ada beberapa nalar fikih yang bisa di-

jadikan landasan wajibnya pernikahan

tercatat. Pertama, dalam ayat Alquran

yang terpanjang (al-Baqarah: 282) dise-

butkan tentang disyariatkannya men-

catat utang piutang. Jika utang piutang

yang hanya urusan terkait harta saja

disyariatkan dicatat, maka pernikahan

yang implikasi hukumnya sangat luas

seharusnya juga dicatat resmi. Kedua,

bahwa salah satu rukun nikah adalah

adanya saksi, untuk saat ini persak-

sian yang terkuat adalah adanya

dokumen otentik. Sebagai suatu hal

yang bersifat ta’abbudi, kehadiran

saksi dalam akad nikah tentu tetap

wajib.

Di masa dahulu, mungkin telah

cukup adanya saksi dan dilak-

sanakannya walimah untuk memberi-

tahu masyarakat bahwa telah terjadi

sebuah pernikahan. Tapi untuk saat

ini tidak cukup, tetap perlu dokumem

otentik. Ketiga, tidak dapat dipungkiri

bahwa untuk merealisasikan tujuan

perkawinan yaitu ketenteraman (sak-

inah), kebahagiaan dan terlin-

dunginya hak-hak keperdataan serta

norma sosial, maka pencatatan

perkawinan adalah suatu hal yang

harus dilakukan. Pengabaian ter-

hadapnya sangat berpotensi menzhal-

imi pihak-pihak tertentu. Ini jelas

bertentangan dengan tujuan syariat itu

sendiri.

*) Jaenal Sarifudin SHI MSI,

Penghulu dan Mahasiswa S-3 Hukum

Islam UII

Jaenal SarifudinAyo Lindungi Anak-anak dari Korona
PANDEMI Covid-19 sudah me-

landai, di tengah kritikan bahkan

suara miring, pelaksanaan pember-

lakuan pembatasan kegiatan masya-

rakat (PPKM) yang kemudian dilak-

sanakan dengan system level 1-4.

Selama periode 3-16 Desember

2021 data Satgas Covid-19 meng-

ungkap hanya ada 2.859 kasus posi-

tif. Jauh menurun dengan kasus per-

tengahan 2021.

Saat kondisi melandai dan turun,

DIY memang sempat sehari tertinggi

kasusnya positif, 8 November silam.

Menurut Sekda DIY Kadarmanta

Baskara Aji peningkatan itu karena

adanya kasus covid di sekolah dari

takziyah. Kini, kondisi sudah mulai

lebih baik karena pelaksanaan pro-

tokol kesehatan (prokes) cukup ketat.

Dan meski tidak mudah Ð juga

muncul kritikan Ñ DIY bahkan me-

nerapkan cukup ketat masuknya

kendaraan luar daerah.

Pandemi belum berlalu, adalah se-

buah kenyataan. Virus Korona masih

ada dengan pelbagai variannya, apa-

lagi juga telah masuk ke Indonesia

varian baru, Omicron. Walau

dikatakan tidak seberbahaya varian

Delta misalnya, namun disebut lebih

cepat penyebarannya. Artinya, kita

harus tetap waspada, bahaya masih

mengintip.

Tanpa mengurangi pelaksanaan

vaksinasi untuk lansia, dewasa dan

remaja, dalam upayanya meng-

hadirkan herd immunity, mulai 14

Desember lalu Pemerintah telah mu-

lai melaksanakan imunisasi untuk

anak usia 6-11 tahun. Ini adalah

komitmen pemerintah melindungi

warga, dengan total sasaran 26,5 juta

anak. Sementara di DIY, sasarannya

227.000 anak, pelaksanaan vaksi-

nasi dimulai Sabtu (17/12). Sekitar

1.300 anak usia 6-11 tahun di Kota

Yogya dan sekitarnya telah mengikuti

vaksinasi yang dibuat dengan ke-

masan santai, menyenangkan

bahkan diiringi lagu anak-anak.

Suasana Gedung Wana Bhakti

Yasa dibuat agar anak merasa nya-

man dan tidak takut, dihadiri Wagub

DIY Paku Alam X serta ditinjau Wakil

Walikota Yogyakarta, Heroe Poer-

wadi. (KR, 19/12). Wagub Paku Alam

X mengharap agar dinas kabupa-

ten/kota menyegerakan pelaksanaan

vaksinasi anak tersebut. Percepatan

vaksinasi anak diperlukan setelah

munculnya varian Omicron.

ÒBerdasar informasi yang diterima,

Omicron lebin banyak menyasar

anak-anak,Ó katanya.

Vaksinasi anak itu penting dis-

egerakan. Sehingga edukasi akan

pentingnya perlu mulai terus di-

gaungkan baik oleh sekolah, orang

tua maupun iklan layanan masyara-

kat yang tertayang di media massa :

koran, radio maupun televisi. Bahwa

vaksinasi vaksinasi penting untuk

menjaga diri dan lingkungannya, vak-

sinasi tidak menakutkan dan aman

perlu terus digaungkan. Tentu saja

edukasi mengenai berapa kali vaksin

diberikan, bahwa sebelum vaksinasi

anak harus banyak istirahat dan

banyak minum, bagaimana anak

yang memiliki kormobid, bagaimana

anak yang pascapositif covid dan

lainnya perlu disampaikan.

Peran aktif orang tua Ð juga guru

dan masyarakat Ð menyukseskan

vaksinasi terlebih untuk anak ini sa-

ngat penting. Ketika saatnya melak-

sanakan vaksinasi dan tidak boleh di-

tunggui orang tua, anak sudah

mengerti. Orang tua juga tidak perlu

khawatir mendaftarkan anak usia 6-

11 untuk mengikuti vaksinasi. Ikatan

Dokter Indonesia telah menjelaskan

bila vaksin telah melalui berbagai uji

klinis, mendapatkan emergency use

authorization (EUA) dari Badan POM

juga melalui kajian Indonesian Tech-

nical Advisory Group on

Immunization (ITAGI). Kalaupun ada

kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI)

seperti demam, itu ialah sesuatu

yang wajar dan segera laporkan ke

dokter. Ayo, lindungi anak-anak dari

vaksin Korona. ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 535  - 575 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang ditulis

serta jangan lupa menampilkan fotocopy

identitas. Terimakasih. 

Pemahaman masyarakat 

bahwa nikah siri adalah nikah 

secara agama, sementara

pencatatan nikah adalah sebuah

peristiwa administratif semata 

dapat mengantarkan pada 

nalar agama yang dikotomis. 

Padahal akad nikah dan

pencatatan perkawinan seharusnya

merupakan sesuatu yang menyatu.

Perubahan zaman yang

meniscayakan segala sesuatu 

harus memiliki bukti formal 

otentik jelas tak bisa ditawar.
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Mempertahankan Nilai Luhur Pancasila
PROGRAM Pelajar Pancasila yang

digulirkan oleh Kementerian Pendidikan

Riset dan Teknologi dalam menum-

buhkan wawasan terhadap generasi

muda sangat diperlukan dan dibu-

tuhkan secara berkesinambungan. Era

digitalisasi melalui media sosial telah

mendegradasi wawasan kebangsaan

generasi muda dalam berbangsa dan

bernegara.

Saat ini marak berita bohong yang

berseliweran melalui media sosial. Jika

berita hoaks terus dibiarkan sangat

membahayakan keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Oleh

karena itu, masyarakat harus pandai

menyaring berita di media sosial dan

mengetahui tingkat kebenaran berita

tersebut.

Ketika Pancasila sudah terkait de-

ngan struktur pemerintahan, tentunya

secara otomatis Pancasila merupakan

dasar negara sebagaimana yang telah

dirumuskan pada alinea keempat pem-

bukaan UUD 1945. Pancasila sebagai

dasar negara dan sendi kehidupan ber-

bangsa dan bernegara harus dijaga de-

ngan cara memahami sekaligus meng-

amalkan sila-sila yang ada di dalamnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa

UUD 1945 adalah subjek hukum ne-

gara Indonesia. Tentunya semua pro-

duk hukum dan Hak Asasi Manusia

harus mengacu kepada Pancasila.

Oleh karena itu, jika ada aturan yang

bertentangan dengan nilai-nilai luhur

Pancasila harus dievaluasi atau ditolak

secara tegas. Jangan sampai pema-

haman masyarakat khususnya pelajar

tentang Pancasila luntur karena penga-

ruh berita bohong. Terlebih lagi jika beri-

ta itu sengaja diciptakan untuk memec-

ah belah persatuan dan kesatuan bang-

sa.

Proses dan dinamika Pancasila yang

digagas founding father bangsa Indone-

sia, Pancasila merupakan senjata tera-

mat ampuh bagi bangsa Indonesia un-

tuk mengatasi berbagai persoalan.

Adanya berbagai perbedaan, mulai dari

agama, suku, dan ras bisa dipersatukan

dengan semangat Bhinneka Tunggal

Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.

Semangat itulah yang harus diperta-

hankan demi keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, kesatuan

sila-sila dalam Pancasila pada hakikat-

nya bukan hanya kesatuan yang bersi-

fat formal logis saja, tapi memiliki dasar

konstitusional yang mengakui kenyata-

an pluralisme masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai wawasan ke-

bangsaan yang tetap harus dijaga sam-

pai kapanpun. Tugas menjaga Panca-

sila tentu ada di pundak seluruh bangsa

Indonesia, mulai dari pemimpin, guru,

pelajar hingga ke rakyat biasa. ❑
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